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@Windang-undang
momor 41 tahun 1999
gentang Kehutanan
mengamanatkan
pengelolaan hutan
@il=ksanakan sampai
pada ringkat unit
pengelola, yaitu
kesaruan pengelolaan
huran terkecil sesuai
fungsi pokok dan
peruntukannya, yang
efisien dan lestari. Para
jii=n prakaisi serta kebanyakan
= k=huranan meyakini, bahwa
Sampai pada tingkat tapak, atau
fan Pengelolaan Hutan (KPH),
yang dapat lebih menjamin
searian fungsi dan manfaat hutan,
Shomomi, ekologi maupun sosial.

sear= cksplisit mandat sistem
Buran di atas tertuang dalam
s &undangkan tahun 1999, namun
gelolzan hutan sampai pada tingkat
I=donesia sudah berkembang sejak
slementasinya telah dipraktekkan di
D% Juar pulau Jawa, sebelum memasuki
& pengelolaan hutan juga mengadopsi
WPE: meskipun seluruh sistem KPH
Bt diadopsi secara penuh. Memasuki
: dan sejalan dengan kebijakan
mr . dan otonomi daerah yang lebih
Sesnan kelembagaan pengelolaan hutan
Jami perubahan. Akan tetapi, faktanya,

B staen kelembagaan pengelolaan hutan belum
B sampai ke tingkat tapak. Para rimbawan
ek bahwa adanya unit pengelolaan hutan di
dm#zz capak adalah prasyarat untuk kelestarian
Bae=s Oleh karena itu, pemerintah memandang

segera meluruskan sistem pengelolaan hutan
ek “kembali ke khitah” yang dilaksanakan oleh

S erincah telah menetapkan bahwa pembangunan

§9%1 menjadi salah satu prioritas nasional yang
~oish rertuang dalam Rencana Pembangunan

SAMBUTAN

Menteri Kehutanan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Kehutanan 2010-2014. Terwujudnya organisasi
pengelolaan hutan dalam bentuk KPH akan lebih
mendorong implementasi desentralisasi yang
nyata, optimalisasi akses masyarakat terhadap
sumberdaya hutan sebagai salah satu jalan untuk
resolusi konflik, kemudahan dan kepastian
investasi, tertanganinya wilayah tertentu yang
“belum ada” unit pengelolanya yaitu areal hutan
yang belum dibebani ijin, serta upaya untuk
meningkatkan keberhasilan rehabilitasi dan
petlindungan hutan. Pentingnya pencapaian target
prioritas pembangunan KPH, telah menjadikannya
sebagai salah satu substansi di dalam Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan Yang Berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, Kementerian
Kehutanan memandang perlu menerbitkan
buku “Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan —
Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi”.
Buku ini akan menjadi sumber informasi penting
bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat
pusat maupun di daerah, dalam memahami,
mengarahkan, menjalankan serta mengawasi
proses pembangunan KPH. Pemahaman ini
menjadi sangat penting utamanya bagi para
pembuat kebijakan dan pengambil keputusan
khususnya yang bersifat politik.

N

Kiranya Allah SWT senantiasa membimbing
langkah bangsa Indonesia dalam upaya
mewujudkan sumberdaya hutan yang lestari.

Menteri Kehutanan,

LA

Zulkifli Hasan
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